
 

  

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.106, 2019 PERPUSNAS. Bidang Pendidikan. DAK 
Petunjuk Operasional. 

 

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2019 

TENTANG 

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 

BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG PERPUSTAKAAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) 

Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 

Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan 

Nasional tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana 

Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang 

Perpustakaan Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
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Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 

tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 76. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 

3. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 271); 

4. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 225); 

5. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 

Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional 

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 

Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perpustakaan Nasional; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG

 PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI

 KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG 

PERPUSTAKAAN DAERAH. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK 

adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan 
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kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

2. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan yang 

selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan 

untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau 

prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan 

Daerah. 

3. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan 

Subbidang Perpustakaan Daerah yang selanjutnya 

disebut DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah 

adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah 

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 

kegiatan bidang pengembangan perpustakaan yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan 

prioritas nasional. 

4. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah 

Non Kementerian yang melaksanakan tugas 

pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang 

berfungsi sebagai perpustakaan pembina, 

perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, 

perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, 

dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan 

di ibukota negara. 

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dalam hal 

ini adalah gubernur, bupati, atau walikota dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah.
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Perpustakaan Daerah 

adalah perpustakaan umum yang berkedudukan di 

tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai bagian 

dari organisasi perangkat daerah dalam bentuk dinas 

perpustakaan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

 

Pasal 2 

Petunjuk operasional ini digunakan sebagai acuan bagi 

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DAK Fisik 

Subbidang Perpustakaan Daerah.  

 

Pasal 3 

DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah digunakan 

untuk: 

a. pembangunan fasilitas layanan perpustakaan; 

b. rehabilitasi fasilitas layanan perpustakaan; dan 

c. pengembangan koleksi dan teknologi informasi dan 

komunikasi perpustakaan. 

 

Pasal 4 

Pengelolaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah 

dilaksanakan sesuai dengan petunjuk operasional 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan 

Nasional ini.  

 

Pasal 5 

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini 

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 

Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Januari 2019 

 

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd 

 

MUHAMMAD SYARIF BANDO 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 18 Februari 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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